
Pembiayaan Sektor 
Kesehatan di Indonesia
Pembiayaan kesehatan merupakan pilar penting dalam membangun sistem 
kesehatan yang efektif dan berkualitas. Sistem yang tepat dapat menjamin 
akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.



Pendahuluan
Definisi Pembiayaan 
Kesehatan
Pembiayaan kesehatan adalah 
proses pengumpulan, 
pengalokasian, dan pengelolaan 
dana untuk layanan kesehatan. 
Ini mencakup sumber, 
mekanisme, dan penggunaan 
dana.

Dasar Pembiayaan
Dana kesehatan digunakan 
untuk infrastruktur, SDM, obat-
obatan, teknologi, dan program 
preventif. Pembiayaan yang baik 
menjamin keberlangsungan 
sistem kesehatan.

Dampak pada Sistem
Pembiayaan efektif meningkatkan kualitas layanan, memperluas akses, 
dan mendorong pemerataan kesehatan. Tanpa pembiayaan tepat, 
kesenjangan kesehatan semakin melebar.



Tujuan 

1 Memahami Sistem 
Pembiayaan
Presentasi ini akan 
menjelaskan mekanisme 
pembiayaan kesehatan 
Indonesia. Kita akan 
menganalisis alur dana dari 
sumber hingga implementasi.

2 Mengidentifikasi 
Tantangan
Kita akan membahas 
hambatan dalam pembiayaan 
kesehatan nasional. 
Tantangan meliputi aspek 
struktural, operasional, dan 
keberlanjutan finansial.

3 Mengeksplorasi Solusi
Kita akan mengkaji inovasi pembiayaan kesehatan yang potensial. 
Solusi berbasis bukti dan praktik terbaik akan dianalisis.



Gambaran Umum Sistem Kesehatan Indonesia

1
Masyarakat
Penerima layanan kesehatan

2
Fasilitas Kesehatan
Puskesmas, rumah sakit, klinik

3
Pemerintah Daerah
Implementasi dan pengawasan

4
Pemerintah Pusat
Regulasi dan kebijakan nasional

5
Kementerian Kesehatan
Perencanaan dan koordinasi

Sistem kesehatan Indonesia menganut desentralisasi dengan pembagian wewenang yang jelas. Pemerintah pusat fokus pada 
kebijakan strategis, sementara daerah mengimplementasikan program.

Kementerian Kesehatan berperan sebagai badan tertinggi yang merumuskan rencana strategis dan mengoordinasikan seluruh 
aktivitas kesehatan nasional. Mereka juga bertanggung jawab dalam penyusunan anggaran kesehatan nasional dan penetapan 
standar pelayanan minimal.

Pemerintah Pusat melalui berbagai kementerian terkait menetapkan regulasi dan kebijakan nasional yang menjadi acuan bagi 
seluruh aktivitas kesehatan. Mereka mengalokasikan dana dari APBN untuk program kesehatan strategis dan menjamin 
ketersediaan sumber daya.

Pemerintah Daerah (provinsi dan kabupaten/kota) memiliki otonomi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem kesehatan di 
wilayahnya. Mereka mengalokasikan APBD untuk kesehatan, mengelola SDM kesehatan lokal, dan memastikan implementasi 
program sesuai dengan kebutuhan spesifik daerah.

Fasilitas Kesehatan terdiri dari berbagai tingkatan pelayanan, mulai dari Puskesmas sebagai garda terdepan, hingga rumah sakit 
rujukan. Setiap fasilitas memiliki standar pelayanan dan pembiayaan yang berbeda berdasarkan tingkat kompleksitas.

Masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima layanan, tetapi juga sebagai kontributor pembiayaan melalui pajak, iuran 
jaminan kesehatan, dan pembayaran langsung. Partisipasi aktif masyarakat dalam program preventif dan promotif juga 
berpengaruh signifikan terhadap efisiensi pembiayaan kesehatan nasional.



Sumber Pembiayaan Kesehatan
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APBN & APBD
Alokasi anggaran pemerintah pusat dan 
daerah untuk sektor kesehatan. Dana ini 

menjadi tulang punggung pembiayaan 
kesehatan nasional.

JKN-BPJS
Program asuransi kesehatan sosial 
nasional. Iuran berasal dari pekerja, 
pemberi kerja, dan pemerintah untuk 
subsidi.

Asuransi Swasta
Pembiayaan tambahan yang umumnya 
dimiliki masyarakat menengah ke atas. 
Memberikan perlindungan lebih 
komprehensif.

Out-of-Pocket
Pembayaran langsung dari masyarakat. 

Masih menjadi porsi besar dalam struktur 
pembiayaan kesehatan nasional.



Alokasi Anggaran Kesehatan
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Anggaran kesehatan Indonesia mengalami peningkatan signifikan saat pandemi COVID-19. Meski telah menurun, angkanya masih 
di atas level pra-pandemi.



Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
JKN merupakan implementasi sistem jaminan sosial kesehatan yang bertujuan memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh 
masyarakat Indonesia.

12004
UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU No. 40/2004) 

disahkan sebagai dasar hukum pembentukan BPJS 
Kesehatan dan penerapan prinsip gotong royong 

dalam pembiayaan kesehatan nasional.
2 2011

UU BPJS (UU No. 24/2011) disahkan DPR. 
Transformasi PT Askes dipersiapkan menjadi BPJS 
Kesehatan, disertai penyusunan roadmap, 
infrastruktur IT, dan standarisasi layanan.32014

BPJS Kesehatan resmi beroperasi pada 1 Januari 2014. 
Program JKN diimplementasikan dengan target 121,6 

juta peserta tahun pertama, mencakup skema PBI, 
PPU, dan PBPU. 4 2019

Pencapaian 96% Universal Health Coverage. 
Restrukturisasi iuran dilakukan untuk mengatasi defisit 
keuangan BPJS yang mencapai Rp 28 triliun, termasuk 
kenaikan iuran segmen mandiri dan implementasi 
sistem rujukan berjenjang.

52020-2022
Adaptasi program JKN selama pandemi COVID-19 

melalui digitalisasi layanan pendaftaran, telemedicine, 
dan pembayaran digital. Perluasan manfaat untuk 

pelayanan katastropik dan penguatan layanan primer. 6 2023
Integrasi JKN dengan sistem SATUSEHAT. 
Implementasi value-based healthcare, penerapan 
clinical pathway, serta peningkatan transparansi dan 
akuntabilitas melalui publikasi data utilisasi layanan.7Proyeksi 2024-2025

Penguatan pembiayaan jangka panjang untuk 
keberlanjutan program, integrasi dengan program 
kesehatan prioritas nasional, dan pengembangan 

pembayaran berbasis kinerja serta inovasi 
pembiayaan.

JKN telah meningkatkan akses layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, namun masih menghadapi tantangan 
keberlanjutan finansial dan pemerataan kualitas layanan.



Kinerja BPJS Kesehatan

233M
Peserta Terdaftar

Total peserta JKN mencapai 233 juta 
jiwa. Angka ini setara dengan 86% 

populasi Indonesia.

Rp15T
Defisit 2022

BPJS Kesehatan masih menghadapi 
tantangan defisit keuangan. Ini 

mempengaruhi keberlanjutan program.

28K
Fasilitas Kesehatan

Fasilitas kesehatan yang bekerja sama 
dengan BPJS. Termasuk puskesmas, 

klinik, dan rumah sakit.



Tantangan Pembiayaan 
Kesehatan

Peningkatan 
Biaya
Biaya layanan 
kesehatan terus 
meningkat. Faktor 
penyebabnya 
teknologi, obat-obatan, 
dan inflasi medis.

Kesenjangan 
Akses
Akses layanan 
kesehatan belum 
merata. Daerah 
terpencil masih 
mengalami 
keterbatasan fasilitas 
dan tenaga.

Transisi 
Epidemiologi
Beban ganda penyakit 
menular dan tidak 
menular. Ini 
meningkatkan 
kompleksitas dan 
biaya perawatan.

Keberlanjutan
Defisit BPJS 
mengancam 
keberlanjutan program. 
Diperlukan 
penyesuaian struktur 
pembiayaan dan 
efisiensi.



Kesenjangan Pembiayaan Antar Daerah

Alokasi anggaran kesehatan sangat bervariasi antar daerah. Provinsi di Jawa dan kota besar mendapat porsi lebih besar. 
Kesenjangan ini menyebabkan perbedaan kualitas layanan yang signifikan dan berpengaruh langsung pada tingkat kesehatan 
masyarakat.

Daerah dengan kapasitas fiskal rendah kesulitan membiayai program kesehatan. Akibatnya, infrastruktur dan layanan kesehatan 
tidak memadai, terutama di kawasan Indonesia Timur seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara.

Data menunjukkan bahwa alokasi per kapita untuk kesehatan di DKI Jakarta hampir lima kali lipat dibandingkan provinsi seperti NTT 
atau Papua Barat. Perbedaan ini tercermin dalam ketersediaan tenaga kesehatan, dimana rasio dokter per penduduk di daerah 
terpencil hanya sepersepuluh dari rasio di kota besar.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan pembiayaan termasuk:

Perbedaan kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Distribusi Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan yang belum optimal

Keterbatasan sumber daya manusia untuk pengelolaan dana

Prioritas pembangunan daerah yang berbeda-beda

Upaya pemerataan telah dilakukan melalui skema transfer fiskal dari pusat ke daerah, namun implementasinya masih belum efektif 
mengatasi kesenjangan yang ada. Dibutuhkan pendekatan pembiayaan yang lebih inovatif dan kebijakan afirmatif untuk daerah 
tertinggal.



Efisiensi Penggunaan Dana Kesehatan
Efisiensi dana kesehatan menjadi tantangan utama dalam sistem kesehatan Indonesia. Dengan anggaran terbatas, penggunaan 
dana yang tepat sasaran sangat penting untuk memaksimalkan dampak pada kesehatan masyarakat.

Analisis Value for 
Money
Evaluasi hasil kesehatan 
terhadap biaya yang 
dikeluarkan. Pengukuran 
sistematis terhadap luaran 
kesehatan untuk setiap rupiah 
dan perbandingan program 
untuk mengidentifikasi 
intervensi yang paling cost-
effective.

Identifikasi 
Pemborosan
Penggunaan obat tidak 
rasional dan pemeriksaan 
berlebihan menyebabkan 20-
30% biaya kesehatan 
terbuang. Implementasi 
formularium nasional dan 
clinical pathways dapat 
mengurangi pemborosan 
secara signifikan.

Pencegahan Korupsi
Praktik korupsi menurunkan 
efektivitas anggaran 
kesehatan. Sistem e-
procurement, penguatan 
pengawasan, dan 
whistleblower protection 
system diperlukan untuk 
mencegah penyalahgunaan 
dana.

Reformasi Sistem
Perbaikan tata kelola, 
standarisasi biaya, dan 
evaluasi berkelanjutan. 
Desentralisasi efektif dengan 
peningkatan kapasitas 
pengelolaan keuangan di 
daerah dan sistem informasi 
terintegrasi mendukung 
pengambilan keputusan 
berbasis data.

Efisiensi bukan sekadar penghematan, tetapi memastikan alokasi sumber daya tepat untuk hasil kesehatan optimal. Dibutuhkan 
komitmen dari pemerintah, penyedia layanan, dan masyarakat, serta adaptasi praktik terbaik internasional sesuai konteks lokal.



Inovasi Pembiayaan Kesehatan

Kemitraan Pemerintah-Swasta 
(PPP)
Kolaborasi pembiayaan untuk 
infrastruktur kesehatan. Swasta 
menyediakan modal dan keahlian, 
pemerintah memberikan regulasi dan 
jaminan.

Pembiayaan Berbasis Kinerja
Dana dialokasikan berdasarkan capaian 
indikator kesehatan. Mendorong efisiensi 
dan kualitas layanan kesehatan.

Pendanaan Inovatif
Obligasi dampak sosial dan dana amanah 
kesehatan. Memperluas sumber 
pendanaan di luar anggaran pemerintah 
konvensional.



Peran Teknologi dalam Efisiensi Pembiayaan
Telemedicine

Konsultasi jarak jauh mengurangi biaya 
transportasi dan waktu tunggu. Sangat 
bermanfaat untuk daerah terpencil 
dengan akses terbatas.

Layanan telemedicine meningkat 300% 
sejak pandemi. Integrasi dengan BPJS 
sedang dikembangkan untuk perluasan 
jangkauan.

Sistem Informasi Terintegrasi

Pengelolaan data kesehatan dan klaim 
secara digital. Mengurangi biaya 
administrasi dan meminimalisir 
kecurangan.

Implementasi sistem ini berpotensi 
menghemat 20% biaya administrasi. 
Integrasi dengan data kependudukan 
meningkatkan akurasi dan efisiensi.



Strategi Peningkatan 
Pendapatan Sektor 
Kesehatan
Pendekatan komprehensif untuk meningkatkan pendapatan sistem 
kesehatan nasional dengan fokus pada keberlanjutan jangka panjang.

1

Optimalisasi Pajak Kesehatan
Penerapan pajak produk tidak sehat (rokok, minuman manis) 
dengan dana earmarking untuk program kesehatan. Terbukti 
mengurangi konsumsi produk berbahaya sekaligus 
menghasilkan pendapatan signifikan.

2

Penyesuaian Iuran JKN
Evaluasi berkala besaran iuran berdasarkan kemampuan 
membayar. Implementasi sistem iuran bertingkat yang adil 
dan perluasan cakupan sektor informal dengan skema 
pembayaran fleksibel.

3

Diversifikasi Pendanaan
Memanfaatkan CSR, filantropi, dan skema pembiayaan 
berbasis komunitas. Mendorong investasi swasta melalui 
insentif pajak dan pembentukan dana abadi untuk penelitian 
kesehatan.

4

Efisiensi Pengumpulan Dana
Memperkuat sistem pengumpulan iuran dengan integrasi 
sistem perpajakan dan perbankan. Pengembangan platform 
digital terintegrasi untuk mengurangi kebocoran dan 
meningkatkan transparansi.

5

Penguatan Kerjasama Multilateral
Meningkatkan akses pendanaan global melalui kemitraan 
dengan organisasi multilateral. Pengembangan proposal 
terarah untuk hibah internasional yang berfokus pada 
penguatan sistem kesehatan.

6

Monetisasi Aset Kesehatan
Optimalisasi aset kesehatan pemerintah. Pengembangan 
layanan premium di fasilitas kesehatan publik dengan tetap 
menjaga akses universal. Pemanfaatan data kesehatan untuk 
riset dan inovasi bernilai ekonomi.

Implementasi strategi ini memerlukan koordinasi lintas sektor dan tinjauan 
berkala untuk memastikan efektivitas dan adaptasi terhadap perubahan 
kondisi sosial-ekonomi.



Penguatan Sistem Kesehatan Primer

1
Promosi & Pencegahan
Program edukasi dan gaya hidup sehat

2
Layanan Dasar
Pemeriksaan dan pengobatan rutin

3
Koordinasi Rujukan
Integrasi dengan fasilitas sekunder

4
Pemberdayaan Masyarakat
Partisipasi dalam program kesehatan

Investasi pada kesehatan primer terbukti lebih efisien dibanding pengobatan kuratif. Setiap Rp1 yang diinvestasikan dapat 
menghemat Rp6 pada biaya pengobatan di masa depan.

Penguatan Puskesmas sebagai garda terdepan layanan kesehatan menjadi prioritas. Alokasi anggaran untuk pembangunan dan 
operasional Puskesmas terus ditingkatkan.



Pembiayaan untuk Kesiapsiagaan Pandemi

1
2

3
4

Pandemi COVID-19 mengajarkan pentingnya kesiapsiagaan pendanaan. Indonesia kini mengembangkan dana cadangan kesehatan 
khusus untuk respon cepat terhadap krisis.

Perencanaan Darurat
Menyusun protokol dan skenario 

pembiayaan

Alokasi Dana Cadangan
Menyiapkan dana siaga bencana 
kesehatan

Penguatan Infrastruktur
Investasi pada fasilitas dan SDM kritis

Evaluasi & Penyesuaian
Analisis respons dan perbaikan sistem



Regulasi dan Kebijakan 
Pembiayaan Kesehatan

UU No. 40/2004 Sistem Jaminan Sosial Nasional, 
fondasi hukum JKN

UU No. 24/2011 Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial, pembentukan BPJS

Perpres No. 82/2018 Jaminan Kesehatan, operasional 
JKN-KIS

Perpres No. 64/2020 Perubahan kedua atas Perpres 
JKN, penyesuaian iuran

UU No. 36/2009 Kesehatan, alokasi minimal 
anggaran kesehatan 5% APBN

Kerangka regulasi pembiayaan kesehatan Indonesia terus berkembang. 
Perubahan kebijakan diperlukan untuk mengatasi defisit dan meningkatkan 
efisiensi program.



Studi Kasus: Keberhasilan 
Pembiayaan Kesehatan

Yogyakarta: Jaminan 
Kesehatan Daerah
Yogyakarta mengintegrasikan 
Jamkesda dengan BPJS. 
Program ini mencapai cakupan 
hampir 100% dengan sistem 
rujukan efektif.

Thailand: Universal 
Coverage
Thailand berhasil mencapai 
UHC dengan alokasi 4% GDP 
untuk kesehatan. Sistem 
pembiayaan berbasis pajak 
menjamin keberlanjutan.

Banyuwangi: Digitalisasi Kesehatan
Kabupaten Banyuwangi mengimplementasikan sistem kesehatan digital 
terintegrasi. Menghemat 30% biaya administrasi dengan peningkatan 
layanan.

Model sukses ini menawarkan pembelajaran berharga. Adaptasi kontekstual 
diperlukan sesuai dengan kondisi lokal Indonesia.



Rekomendasi untuk Perbaikan Sistem
Reformasi Kebijakan
Memperkuat dasar hukum pembiayaan kesehatan. 
Harmonisasi regulasi pusat dan daerah untuk 
mengurangi tumpang tindih.

Diversifikasi Pendanaan
Mengembangkan sumber pembiayaan inovatif. 
Memperkuat peran swasta dan masyarakat dalam 
pembiayaan kesehatan.

Penguatan Kapasitas
Meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan pada 
semua tingkat. Pengembangan SDM khusus manajemen 
keuangan kesehatan.

Transformasi Digital
Mengadopsi teknologi untuk efisiensi dan transparansi. 
Sistem pemantauan berbasis data untuk pencegahan 
kebocoran.



Kesimpulan dan Langkah 
Selanjutnya

1 Penguatan Fondasi
Memperkuat basis pembiayaan kesehatan melalui reformasi 
kebijakan dan regulasi. Memastikan alokasi anggaran yang 
memadai dan berkelanjutan.

2 Optimalisasi Sistem
Meningkatkan efisiensi penggunaan dana. Menerapkan 
mekanisme pembiayaan inovatif dan berbasis kinerja.

3 Perluasan Cakupan
Menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan 
berkualitas. Mengurangi kesenjangan pembiayaan antar 
daerah.

4 Keberlanjutan Jangka Panjang
Membangun sistem pembiayaan kesehatan yang tangguh dan 
adaptif. Memperkuat kesiapsiagaan finansial menghadapi 
krisis kesehatan.


